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“….. dan berbuat baiklah ( kepada orang lain ) 

Sebagaimana Allah telah berbuat baik Kepadamu ….” 

( QS. Al-Qashah : 77 ) 

 

“…Man Jadda Wajada…” 
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Kesimpulan

       Proses pembagian tugas berhasil menciptakan keterpaduan fungsional antarbagian di Sekretariat 

DPRD. Setiap bagian dapat beroperasi secara optimalsesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, 

mengarah pada pelaksanaan tugas danfungsi legislatif yang lebih terkoordinasi. Peningkatan efisiensi 

operasionalterlihat melalui pengoptimalan sumber daya manusia dan materil. Dengan 

adanyapembagian tugas yang jelas, staf dapat fokus pada bidangnya masing-masing,menghindari 

tumpang tindih tugas, dan menghasilkan kinerja yang lebihproduktif. Mekanisme koordinasi yang 

terintegrasi secara rutin antar bagianmembentuk fondasi koordinasi yang baik. Pertemuan berkala 

memungkinkanpertukaran informasi, pengalaman, dan pemahaman yang mendalam, 

menciptakansinergi di antara staf dari berbagai bagian. Kesesuaian prosedur pembagiantugas dengan 

tujuan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo menjadi poinpenting. Penetapan tanggung 

jawab dan fokus pada visi lembaga memastikan setiapkegiatan dan inisiatif mendukung pencapaian 

sasaran jangka panjang.

Hasil

      Pembagiantugas pada sekretariat DPRD kabupaten. Memaksimalkan sumber 

daya manusia denganmenetapkan peran dan tanggung jawab yang sesuai 

dengan keahlian dan keterampilanpegawai ASN dan NON ASN, sehingga setiap 

anggota tim dapat memberikan kontribusimaksimal.Tumpang tindih tanggung 

jawab pekerjaan sering terjadi karena belum terbentuknya tugas pokok dan 

fungsi (tupoksi), terutama tupoksi untuk pegaiwai non ASN, maka dari itu 

perlu dibentuk tupoksi untuk non ASN,dengan dibentuknya topoksi akan 

menjadikan pembagian tugas pegawai non ASN menjadi jelas. Dengan 

dibentuknya tugas pokok dan fungsi pegawai non ASN akan membetuk garis 

batas tugas yang jelas terhadap pegawai, sehingga pelimpahan tugas serta 

tanggung jawab tidak akan terjadi lagi, dengan begitu akan meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas kerja dalam organisasi.

Tugas Pokok dan Fungsi Non ASN

Tugas Pokok dan Fungsi

ASN

Kepala Bagian

Staf ASN

NON ASN

Sekretaris DPRD Kabupaten Ponorogo

Kepala Sub Bagian

 Metode Penelitian

 Metode penelitian ini menggunakan deskriptif-

kualitatif, difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang 

dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, dan 

mepelajari dokumen-dokumen. Dipilihnya metode ini sebagai 

salah satu metode penulisan guna memperoleh gambaran di 

lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di sekretariat DPRD Kab. 

Ponorogo pada tahun 2023. Keabsahan data dalam penelitian ini 

menggabungkan metode observasi dan wawancara untuk 

memastikan validitas dan keandalan temuan, peneliti 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara di lapangan.

Latar Belakang

   Terdapat beberapa indikasi yang mengarah pada kurangnya 

efektivitas dan efisiensi kerja para pegawai, diantaranya adalah 

fungsi pembagian tugas yang tidak merata. Pembagian tugas yang 

tidak merata antara pegawai satu dengan yang lainnya, pembagian 

tugas tersebut tidak disamaratakan dan tidak seimbang sehingga 

tugas-tugas tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik. Ruang 

lingkup batas tugas pekerjaan serta tanggung jawab dan 

wewenang yang kurang seimbang antar pegawai, kurang 

seimbangnya tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki para 

pagawai. Sering terjadi pelimpahan tugas yang menyebabkan 

ruang lingkup tugas tersebut tidak seimbang.
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ABSTRAK 

 

Siswati. 2024. Prosedur Pemabgian Tugas Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo. 

HKI, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo, Dosen Pembimbing Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si dan Dosen 

Penguji I Drs. Bambang Triono, M.Si dan Dosen Penguji II Irvan Ridho, S. AP.,M.Si 

 

  

Pembagian tugas dalam sebuah organisasi merupakan faktor penting agar visi dan misi 

organasisasi tersebut tercapai, pembagian tugas yang tidak merata antara pegawai satu dengan 

yang lainnya membuat tugas-tugas tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik dan terpat 

waktu. 

Penulis telah melakukan penelitian menggunakan metode deskriptif-kualitatif , dengan 

melakukan observasi dan wawancara terhadap pegawai di sekretariat DPRD Kabupaten 

Ponorogo terutama kepada pegaiwau non ASN,  penulis menemukan pelimpahan tugas sering 

terjadi kepada pegawai non ASN, pegawai non ASN di berikan tugas untuk mengerjakan tugas 

pokok dan fungsi ASN, sehingga pegawai non ASN sering melakukukan dua pekerjaan 

sekaligus.   

Oleh karena itu prosedur pembagian tugas pada Sekretariat DPRD Ponorogo perlu 

dirumuskan agar setiap unit atau bagian memiliki tanggung jawabnya masing-masing sesuai 

dengan fungsinya. Pembagian tugas yang baik akan membantu memperlancar arus kerja, 

meningkatkan produktivitas, dan menghindari tumpang tindih tanggung jawab antar pegawai. 

 

Kata Kunci : Pembagian tugas, Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, Proses pembagian 

tugas 
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ABSTRACT 

 

Siswati. 2024. Procedure for Assignment of Duties to the Ponorogo Regency DPRD 

Secretariat. HKI, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, 

Muhammadiyah University of Ponorogo, Supervisor Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si and 

Examiner Lecturer I Drs. Bambang Triono, M.Si and Examining Lecturer II Irvan Ridho, S. AP., 

M.Si 

 

 

The distribution of tasks within an organization is a crucial factor for achieving the 

organization's vision and mission. Unequal task allocation among employees can hinder the 

completion of tasks efficiently and on time. 

The author conducted research using a descriptive-qualitative method, involving 

observation and interviews with employees at the Secretariat of the Regional People's 

Representative Council (DPRD) of Ponorogo Regency, especially non-civil servant (ASN) 

employees. The study revealed that task delegation was often skewed towards non-ASN 

employees, assigning them responsibilities for both the core tasks and functions of ASN. As a 

result, non-ASN employees frequently find themselves handling two jobs simultaneously. 

Therefore, it is proposed that task distribution procedures at the Secretariat of DPRD 

Ponorogo be formulated to ensure each unit or department has its own responsibilities in line 

with its functions. A well-organized task distribution will facilitate workflow, enhance 

productivity, and prevent overlapping responsibilities among employees. 

 

Keywords: Task distribution, Secretariat of the Regional People's Representative Council 

(DPRD) of Ponorogo Regency, Task distribution process. 
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